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Bali, 8 Januari 2025

Nomor : B.32.000/73/TU/UPTD PPRD BLL
Sifat . Segera

Lampiran : 1 (satu) Gabung

Hal . Permohonan Bantuan Sosialisasi

Yth. 1. Bapak Penjabat Bupati Buleleng
2. Para Camat Se-Kabupaten Buleleng
- 3. Para Kepala Desa/lLurah Se-Kabupaten Buleleng
di-
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 Tentang
Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terhadap Pokok Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balk Nama Kendaraan Bermotor dan Selanjutnya tanggal
31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, bersama ini kami mohon bantuan untuk

menyebarluaskan hal tersebut di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin dan kepada

masyarakat Kabupaten Buleleng.
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu

kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronlk oleh :
KEPALA UPTD PPRD BULELENG
| Made Rai Artha, SE.,MM

Penata Tk. | {livd)
NIP. 19720201 190603 1 003
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SALINAN

GUBERNUR BAL]
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMCR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PE
MBERIP/)\:IJKERJNGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN TERHADAP POKOK
AK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan, mengurangi beban masyarakat
dan mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam
membayar pajak serta mewujudkan akurasi data kepemilikan
kendaraan bermotor, maka perlu diberikan keringanan
dan/atau pengurangan pokok pajak;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 75
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat
yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi

dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau
Pengurangan Terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6801);
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3. Undang-u
g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lemba
Nomor 244 Tar;?;nahNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 55¢ an Lembaran Negara Republi i
~ 5587) sebagaimana telah dj publik Indonesia
terakhir dengan Und diubah beberapa kali,
tent ang-Undang Nomor 6 Tahun 20
ang Penetapan Peraturan P i o
Undang-Undang Nomor 2 T S Lo o ey
menjadi Und or ahun 2022 tentang Cipta Kerja
. ang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 N P
Nagare R b 3 Nomor 41, Tambahan Lembaran
4 13 % lfjpu lik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentan
: g Hubungan
g;uatr)lgan antara Pemermt_ah Pusat dan Pemerintahan Daerah
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

N GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN

ENGURANGAN TERHADAP POKOK PAJAK
R DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN

Menetapkan : PERATURA
DAN/ATAU P
KENDARAAN BERMOTO
BERMOTOR.
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Pasal 4

(1) Terhadap piutang Pajak atas PKB dan BBNKB sebelum

berla.kunya Peraturan Gubernur ini, pengaturannya
berdasarkan ketentuan sebelumnya.

(2) Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pajak yang telah didaftarkan dan ditetapkan
dalam bentuk surat ketetapan pajak daerah.

Pasal 5

Kepala Bapenda menyampaikan laporan pelaksanaan Peraturan
Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
5 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
ber 2024
pada tanggal 31 Desember 2 Salinan sesuai dengan aslinya

i insi Bali
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi

ttd

DEWA MADE INDRA NIP. 19691010 199703 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR 30
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